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GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991
TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada
s et = 7

sy an 5
Sckolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan
formal adalah scbagai salah satu unsur pokok dalam
proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;

b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat

Menimbang
e
Mengingat % o1
2.

3.

menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman
dan tentram serta dapat memperlancar
i dan

per yang disel rakan oleh
Dinas Pendidi dan K Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian
hukum ;
bahwa berd pertii perti
tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang
Pengukuhan dan an bali 1
Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan
Pemerintah Propinsi Dacrah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 5§ Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Yo J
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950

dengan Undang-Unadng Nomor 26 Tahun 1959 ;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan Nasional ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang

F P Urusan Pemerintah
Pusat Dalam L P il j dan
Kebudayaan ;

Peraturan Dacrah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan
Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Propinsi Daerah [stimewa Yogyakarta ;

ua ¢ Dengan ditetapkannya Koputusan

o
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Iat
‘Rarta Nomor 158/KPTS5/1982 tenta;
Organisasi dan Tatakerja Cobang D
dan Kebudayaan .Proplnel Dacrah

kot

MEMUTUSKAN

ama 1 Mengukuhkan dan  mengukuhkan kemball
Sekolah Dasar yang menjadl kewsnang
Propinsl Dasrah Iatlmews Yogyakart
terasbut delem lampiran Keputusan int

ketentuan yang Lartentangan dengan
dinyataken tidak Lerlaku lagl.

it Keputuean inl mulal berlaku  pada
tetapkan. .

Ditetapkan di
Pdda tanggel

SNLA DA,

YBENJABAT GU
ETAR 15T

SALINAN Kaputusan ini disampatikan kepada Yth. :

L. Menteri Diylam Negari di Jakarta ;

<o Menteel Dandidikan dan Kebudaysan di Jakarta ;

3. Divyan Peudidikan dasar dan Menangah DEPDIKBUD di Jaksrts
1. Dirden Kebudayasan DEPDIKBUD di Jakavta ;

5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta;

5. Ksgala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta H

7. Pimpinan DPRD Propinsi Dasrah Iatimaws Yoyyrkarta:

8. Aupati/Malikotamadya KDH Tingkat II sa Propinai DIV:
3. Krpala KANWIL DEPDIKDUD Propinsi DIY

M Frrala Inspektorat Wilaysh Propinsi DIY ;

| FEeiala Dinas Pondidikan dan Kehbudayaan Propinsi DIY

ala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY :
Kepagawaian SETWILDA Proplnsi DIY
Kauangun SETWILDA Propinsi DIY
Perlengkipan dan Perawatan SETWILDA Prop
HUMAS SETWILDA Preopinsi DIY ;

wla Bivo Drganisasi dan Tatalaksana SETWILDA Prop. DIV .

C. KABUPATEN DATI II KULON PROGO
RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN GALUR

SEKOLAH DASAR NEGERT iNO SEKOLAH DASAR SWASTA
SD NEGERI SUNGAPAN T 1. SD MUHAMMADIYAH WONOPETI I
SD NEGERI SUNGAPAN I 2. SD MUHAMMADIYAH WONOPETI I
| SO NEGERITRAWT 1 o 1y 3. | SD MUHAMMADIYAH WONOPETI III
 SD NEGERI TRAYU It } H‘m‘u 4. | SD MUHAMMADIYAH SILIRAN
| SD NEGERI NOMPOREXOT 1) &D :5. | SD MUMAMMADIYAH BEDOYO
. SD NEGERI NOMPOREJO 1 HOWPITEID: 6. | SD MUHAMMADIYAH TRAYU
{ SD NEGERI BROSOT 1 7. | SDMUHAMMADIYAH SEPATEN
SD NEGERI BROSOT I 8. | SD MUHAMMADIYAH KRANGGAN
'SD NEGERI BROSOT Il 9. 'SD MUHAMMADIYAH BANARAN 1
5D NEGERI PANDOWAN I 10. | SO MUHAMMADIYAH BANARAN I




